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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463/11S Tahvun WU

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN
MASALAH PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa anak berhak memperoleh kemudahan dan

perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang
dibutuhkan;

b. bahwa peraturan perundang-undangan yang
dimaksudkan melindungi anak mewajibkan pemerintah
untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;

c. bahwa permasalahan anak yang disampaikan kepada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
meningkat dan perlu dilakukan penjangkauan serta
identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan
layanan yang dibutuhkan;

d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi
korban perlu membentuk Tim Satuan Tugas

Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo ;

e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonsia Nomor 47200);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 20195
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 240).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim  Satuan Tugas Penanganan Masalah
Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk

membantu penanganan masalah anak yang dilaporkan ke
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo.




KETIGA . Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU sebagai berikut :

a. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang
dibutuhkan anak yang mengalami permasalahan ;

b. melindungi anak dari lokasi kejadian dari hal yang
dapat membahayakan dirinya; dan

c. melakukan rekomendasi kepada organisasi layanan
anak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdekat
atau lembaga layanan anak untuk mendapatkan
layanan lebih lanjut.

KEEMPAT - Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Tugas
Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1k Febrvari 1071

BI%PATI SUKOHARJO,
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ETIK SUJRYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang:

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah di Semarang;

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di

Sukoharjo;

5. Kepala Perangkat Daerah yang terkait di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.




